
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2O2O

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI,IYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2020, sesuai dengan Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 903/142912021 tanggal 12 bulan Agustus
tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 dan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tarnba}ran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4633) ;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kalinya, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2015 Nomor 588, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan l,embaran Negara Republik
IndonesiaNom or 40281;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporaa Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 l0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5340);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O7T tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewa,n Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 253);

29. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2l (l*mbaran Kabupaten
Aceh Utara);

30. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (l,embaran
Kabupaten Aceh Utara );
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Menetapkan

2. Belanja
a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi .

b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Peralatan

Mesin
3) Belanja Modal Gedung &

Bangunan
4) Belanja Modal Jalan,

Irigasi & Jaringan
5) Belanja Modal Aset Tetap

l,ainnya
Jumlah Belanja Modal .....

a

Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)

Rp. L.721.970.962.755,00
Rp. 84O.217.979.584,00
Rp. 512.487.142.039,00
Rp. 2.000.000.000,00
Rp. 16.628.700.000,00
Rp. 20.530.91 1 .460 00
Rp. 1.391.864.733.083,00

Rp. 1.336.634.000,00

Rp. 11O.224.793.181,00

Rp. 80.439.220.643,00

Rp. 115.621.947.1OO,OO

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAE}UPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2O2O

c. Belanja Tak Terduga Rp.
Jumlah Belanja Tak Terduga Rp.

Transfer
a. Transfer Bagr Hasil Rp.

Pendapatan
b. Transfer Bantuan Keuangan Rp.

Jumlah Transfer Rp.

Surplus/(Delisit) Rp

15.634.988.057 00
323.257.542.981,00

00
6.848.646.691,OO

3.440.436.170,00

793.O48.635.t2t 00
796.489.O7t.29t,O0

64.413.979 .O79 ,36

18.353.163.496,56
4.000.000.000 00

14.353.163.496,56

7a.767 .t42.575.92

p
p

R
R

Rp.
Rp.
Rp.

6.848.646.691

Rp.

Pasal I
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020, terdiri
dari:

1 . Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 226.828.863.805,90
b. PendapatanTransfer Rp. 2.209.316.008.598,00
c. l.ain-lain Pendapatan Yg Sah Rp. 146.729.140.721.46

Jumlah Pendapatan ........ Rp. 2.582.874.013.125,36

4.
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Pasal 2
Ringkasan Ia.poran Realisasi Anggaran
dimaksud dalam Pasal I tercanturi- dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Muharram 1443 H

sebagaimana
Lampiran I

Ei"gl5asq, . Laporan R"gUq"Si Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih laniut ke- dalam
Penjabaran l,aporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4
P.enjabaran . l.poryn , Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum--dalam l,am"piran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 6
P. eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

CEH UTARA,

C,-. r
MAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
3l Asutus 2021 M
Muharram 1443 H

S DAERAH
ACEH UTARA,

A. MURTALA

s
l{
G

F

e€

BERITA KAI}UPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2I NOMOR 36

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal .Xl Aeustus 2021 M


